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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pajak. 

pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  

Menurut Diana dan Lilis (2010) pajak merupakan iuran wajib 

kepada negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan guna membiayai pengeluaran pemerintahan serta 

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan 

menurut Tawas, dkk (2016) pajak merupakan iuran rakyat terhadap kas 

Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan 

tidak mendapat balas jasa secara langsung yang digunakan untuk 

mencapai kesejahteraan umum. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak 

merupakan konstribusi wajib terhadap Negara yang terutang yang 

bersifat memaksa oleh orang pribadi maupun badan dengan tidak 

mendapat imbalana secara langsung yang digunakan guna keperluan 
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Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. 

2.1.1.2 Fungsi pajak 

Menurut Siti Resmi (2017) fungsi pajak ada dua yaitu : 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan 

salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pajak merupakan 

sumber keuangan Negara, dimana pemerintah berupaya 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya 

tersebut ditempuh pemerintah dengan cara intensifikasi  maupun 

ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan 

dari berbagai jenis pajak, seperti PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan 

sebagainya. 

2. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi regularend atau pengatur, artinya 

pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun social serta 

mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. 

2.1.1.3 Jenis pajak 

Menurut Siti Resmi (2017) Terdapat berbagai jenis pajak yang 

dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 
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1. Menurut Golongan  

Berdasarkan golongan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung oleh 

wajib pajak dan tidak dapat di bebankan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) yang sebagaimana PPh 

ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh 

penghasilan tersebut. 

b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dibebankan 

kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : Pajak 

Perambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat 

pertambahan nilai erhadap barang maupun jasa. 

2. Menurut sifat 

Berdasarkan sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang berpangkal kepada 

subjeknya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) yang memperhatikan 

tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan 

pendapatan.  

b. Pajak Objektif merupakan pajak yang yang berpangkal kepada 

objeknya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang 

yang dikenakan pajak.  

3. Menurut Lembaga Pemungut 

Menurut lembaga pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu: 



 

13 

 

a. Pajak Negara (pajak pusat)  

Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya. Contoh : PPh, PPN, PPnBM. 

b. Pajak Daerah  

Merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah 

daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah 

tingkat II (pajak Kabupaten/Kota), yang digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh : 

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor dan sebagainya. 

2.1.2 Subjek dan Objek Pajak 

2.1.2.1 Subjek Pajak 

Menurut Resmi (2017) subjek pajak penghasilan merupakan 

segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan 

di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek 

pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya 

dalam tahun pajak. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek 

pajak dikelompokkan menjadi : 

1. Orang pribadi 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 
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3. Badan, terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 

Perseroan Lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, Persekutuan, 

Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial politik, 

atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif. 

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT), merupakan suatu bentuk usaha yang 

dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di 

Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 

183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk 

menjalankan atau melakukan kegiatan diindonesia. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek 

pajak penghasilan dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 

1. Subjek Pajak dalam negeri 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu 

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk 

bertempat tingga di Indonesia. 

b. Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia, 

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi 

kriteria: 
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1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. 

3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa 

oleh aparat pengawasan fungsional negara.  

2. Subjek Pajak luar negeri 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari 

dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia. 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari 

dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat 

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak 

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 

bentuk usaha tetap di Indonesia. 

2.1.2.2 Objek Pajak 

Menurut UU No 36 tahun 2008 tentang PPh objek pajak 

merupakan penghasilan tambahan yang diperoleh oleh wajib pajak, 
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berasal dari Indonesia maupun luar negeri yang digunakan untuk 

konsumsi atau menambah kekayaan dalam bentuk apapun, termasuk: 

a. Gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pension, komisi, bonus, 

gratifikasi, dan imbalan lainnya atas pekerjaan atau jasa. 

b. Hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan 

penghargaan. 

c. Laba usaha. 

d. Keuantungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 

2.1.3 Wajib Pajak  

Wajib pajak merupakan orang pribadi maupun badan, meliputi 

pembayar, pemotong, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai perpajakan (pajak.go.id). Subjek pajak orang pribadi 

dalam negeri akan menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau 

memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (Mardiasmo, 2016). 

2.1.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

Kewajiban Wajib Pajak menurut undang-undang nomor 28 tahun 

2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan antara lain: 

1. Mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi 

tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya 
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diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang apabila telah memenuhi 

persyaratan subjektif maupun objektif. 

2. Melaporkan usahanya pada kantor DJP untuk dikukuhkan menjadi 

Pengusaha Kena Pajak. 

3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam 

bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, 

satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke 

kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat 

lain yang ditetapkan oleh DJP. 

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)  dalam bahasa Indonesia 

dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, 

yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

untuk Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk 

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing 

dan mata uang selain Rupiah. 

5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan 

Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada 

adanya surat ketetapan pajak. 

7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiata usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak 
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badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

8. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 

Pajak, atau objek yang terutang pajak, memberikan kesempatan untuk 

memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi 

bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan 

lain yang diperlukan. 

Menurut Resmi (2017) Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu: 

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 Surat Pemberitahuan Masa. 

2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan 

kriteria tertentu. 

3.  Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain 

kepada DJP. 

4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan 

menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat DJP belum 

melakukan tindakan pemeriksaan. 

5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 
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6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu 

yaitu: 

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); Surat Ketetapan Pajak 

Lebih Bayar (SKPLB) 

d. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas 

Surat Keputusan Keberatan. 

8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk 

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran 

pajak dalam hal Wajib Pajak menyampiakan pembetulan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 

2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi 

lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun 

setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007. 
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2.1.5 Pajak Penghasilan 

2.1.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Menurut Resmi (2017) pajak penghasilan merupakan pajak yang 

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya 

dalam suatu tahun pajak.  

Undang-undang PPh (Pajak Penghasilan) mengatur mengenai 

pajak penghasilan pada subjek pajak yang berhubungan dengan 

penghasilan yang telah diterimanya dalam tahun pajak. subjek pajak 

tersebut dapat dikenai pajak apabila memperoleh ataupun menerima 

penghasilan, didalam UU PPh disebut dengan wajib pajak (Mardiasmo, 

2011). 

2.1.5.2 PPh Pasal 21 

PPh pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib 

Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan 

pekerjaan, jasa, atau kegiatan, penghasilan yang dimaksud meliputi 

upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama 

dan dalam bentuk apapun (Resmi, Siti. 2017). 

2.1.5.3 Wajib Pajak PPh Pasal 21 

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang dibahas 

oleh Resmi (2017) Wajib Pajak PPh pasal 21 terdiri atas : 

1. Pegawai. 
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2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, 

tunjangan hari tua, atau jaminan jaminan hari tua, termasuk ahli 

warisnya. 

3. Bukan pegawai merupakan orang pribadi selain pegawai tetap dan 

pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama 

dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan yang dilakukan 

berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.  

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak 

menangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 

5. Mantan pegawai. 

6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. 

2.1.5.4 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut Resmi (2017) yaitu: 

1. Penghasilan yang diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan 

yang bersifat teratur maupun tidak. 

2. Penghasilan yang diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa 

uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 

3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa 

upah harian, mingguan, satuan, borongan maupun upah bulanan. 

4. Imbalan kepada bukan pegawai, berupa honorarium, komisi, fee, 

dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa maupun kegiatan 

yang dilakukan. 
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5. Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, representasi, 

rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun. 

6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, 

tunjangan hari tua yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 

tahun sejak pegawai berhenti bekerja. 

7. Penghasilan berupa honorarium yang bersifat tidak teratur yang 

diperoleh anggota dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai 

pegawai tetap diperusahaan yang sama. 

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau 

imbalan lain yang bersifat tidak teratur. 

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program 

pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai , dari dana pensiun 

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

2.1.6 Surat Pemberitahuan (SPT) 

2.1.6.1 Pengertian SPT 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal I angka 11 

tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan menyebutkan bahwa 

pengertian Surat Pemberitauan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib 

Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, 

objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
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Menurut Resmi (2017) Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan 

sarana yang digunakan oleh wajib pajak guna melaporkan serta 

mempertanggung jawabkan hal-hal yang berhubungan dengan 

kewajiban perpajakan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2011) Surat 

Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan pembayaran maupun penghitungan pajak, 

objek pajak maupun bukan objek pajak, dan harta serta kewajiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat 

Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak 

digunakan untuk melaporkan segala perhitungan maupun pembayaran 

pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.1.6.2 Jenis SPT 

Menurut Resmi (2017) Surat Pemberitahuan (SPT) dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. SPT Masa, merupakan SPT yang digunakan dalam melakukan 

pelaporan atas pembayaran pajak bulanan atau suatu masa pajak. 

Terdapat tiga kategori utama dalam SPT masa yaitu: 

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Menurut Mardiasmo (2011) pajak pertambahan nilai 

merupakan pajak yang dikenakan atas setiap ppertambahan 

nilai dari barang maupun jasa dalam peredarannya dari 

produsen kepada konsumen. 
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b. Pajak Penghasilan (PPh) 

Menurut Resmi (2017) pajak penghasilan merupakan 

pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan 

yang diterimanya dalam suatu tahun pajak.  

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

merupakan pajak yang dikenaan pada barang yang tergolong 

mewah yang dilakukan oleh pengusaha guna menghasilkan 

atau mengimpor barang yang tergolong mewah tersebut dalam 

kegiatan usaha maupun pekerjaannya (online pajak.com). 

2. SPT Tahunan, merupakan SPT yang digunakan untuk pelaporan 

tahunan, Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak 

mengeluarkan tiga jenis formulir yang digunakan untuk melakukan 

penyampaian SPT Tahunan  yaitu: 

a. Formulir SPT jenis 1770 S 

Formulir SPT jenis 1770 S merupakan jenis SPT 

Tahunan yang digunakan oleh pegawai yang sedang bekerja di 

dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun, jenis 

formulir ini dikhusukan untuk yang memiliki penghasilan 

tahunan lebih dari Rp 60 juta. Formulir ini berisi 2 lampiran 

yang harus diisi dengan benar oleh wajib pajak (online 

pajak.com). 
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b. Formulir SPT jenis 1770 SS 

Formulir ini digunakan untuk perseorangan atau wajib 

pajak yang berpenghasilan tahunan kurang dari atau sama 

dengan Rp 60 juta. Formulir ini ditujukan untuk karyawan 

yang hanya bekerja di satu perusahaan dan juga sudah bekerja 

minimal satu tahun. Penggunaan formulir ini mencakup 

penghasilan tambahan diperoleh bukan dari pekerjaan 

sampingan, melainkan dari Bunga bank atupun bunga koperasi 

(online pajak.com). 

c. Formulir SPT jenis 1770 

Formulir ini ditujukan bagi wajib pajak perseorangan 

dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis yang tidak ada 

ikatan kerja, formulir ini juga ditujukan bagi perseorangan 

yang bekerja lebih dari satu perusahaan dengan PPh final, 

penghasilan dari dalam negeri maupun pengahsilan yang 

diperoleh dari luar negeri (online pajak.com). 

2.1.6.3 Fungsi SPT 

SPT dibagi berdasarkan peruntukannya yaitu (indopajak.id): 

1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak untuk PPh 

Menurut Mardiasmo (2011) fungsi Surat Pemberitahuan bagi 

wajib pajak merupakan sarana yang digunakan untuk melaporkan 

serta mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang 

terhutang serta melaportkan tentang : 
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a. Pembayaran pajak yang sudah dilakukan sendiri atau melalui 

pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak. 

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek 

pajak. 

c. Harta dan kewajiban. 

d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan dalam satu tahun 

pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu sebagai 

sarana untuk melaporkan serta mempertanggung jawabkan 

penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang 

dan untuk melaporkan tentang (indopajak.id): 

a. Melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak 

keluaran. 

b. Melaporkan pembayaran yang telah dilaksanakan sendiri oleh 

PKP dan atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan 

jumlah PPN dan PPnBM` 
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3. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut 

Fungsi SPT bagi pajak yaitu sebagai saran untuk melaporkan 

serta mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau 

dipungut maupun disetorkan. Mengingat pentingnya melaporkan 

SPT, Ditjen pajak menyediakansarana pelaporan pajak yang dapat 

mempermudah wajib pajakuntuk melaporkan SPT tahunannya 

yaitu yang biasa dikenal dengan nama EFIN (indopajak.id).  

2.1.6.4 Batas waktu penyampaian SPT 

Menurut Mardiasmo (2011) batas waktu penyampaian SPT adalah : 

1. SPT Masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus 

untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN dilaporkan paling lama akhir 

bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. 

2. SPT Tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling 

lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. 

3. Untuk SPT Tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak badan paling 

lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. 

2.1.6.5 Prosedur penyampaian SPT 

Menurut Mardiasmo (2013) prosedur penyampaian SPT Tahunan 

adalah sebagai berikut: 

1. Wajib pajak mengambil sendiri surat pemberitahuan ditempat yang 

sudah disediakan oleh DJP atau mengambil dengan cara lain yang 

tata cara pelaksanaannya berdasarkan Menteri Keuangan misalnya 
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dengan mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir surat 

pemberitahuan tersebut. 

2. Setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan jelas, benar 

dan lengkap. 

3. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk 

menyelenggarakan pembekuan dengan menggunakan bahasa asing 

dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat 

pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan mata 

uang selain rupiah yang diizinkan. 

4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tanda 

tangan, stempel, atau tanda tangan elektrik yang semuanya 

mempunyai kekuatan hokum yang sama. 

5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT yaitu: 

a. Untuk wajib pajak yang menggandakan pembukuan: laporan 

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan 

lain yang diperlukan untuk menghitung besrnya penghasilan 

kena pajak. 

b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah 

dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak 

masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan 

kelebihan pajak. 
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c. Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan: 

perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak 

yang bersangkutan. 

2.1.6.6 Sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT 

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 pasal 7 ayat 1 

menyatakan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan 

dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 3 atau 

batas waktu perpanjangan Surat Pemberitahuan dalam pasal 3 ayat 4 

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesat Rp 500.000 untuk 

Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000 untuk 

Surat Pemberitahuan masa lainnya dan sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT 

Tahunan Wajib Pajak Badan, dan Rp 100.000 untuk SPT Tahunan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. 

2.1.7 E-Filling 

2.1.7.1 Pengertian E-filling 

E-filling  merupakan suatu cara pelaporan atau penyampaian SPT 

secara elektronik secara online dan realtime melalui internet pada 

website yang sudah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak penyedia 

Jasa Aplikasi Perpajakan (pajak.go.id). 

Menurut Saila dan Adnan (2018) Electronic Filling Sistem atau 

E-Filling merupakan sistem yang digunakan untuk menyampaikan atau 
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melaporkan pajak dengan SPT secara elektronik melalui sistem online 

yang real time.  

Sedangkan menurut Agustiningsih (2016) e-filling merupakan 

cara pelaporan SPT tahunan atau Pemberitahuan perpanjangan SPT 

tahunan yang dilakukan secara online melalui penyedia jasa aplikasi 

atau Application Service  Provider (ASP). Menurut Winarsih, Endang, 

dkk (2020) dengan adanya sistem tersebut diharapkan mampu 

memberikan kemudahan dan kenyamanan terhadap wajib pajak dalam 

penyampaian SPT karena dapat dikirim kapan saja yaitu 24 jam selama 

7 hari termasuk hari libur dan dapat dilakukan dimana saja tanpa perlu 

datang langsung ke kantor pajak. 

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas e-filling 

merupakan suatu cara pelaporan atau penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) secara online melalui media elektronik yang 

dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja melalui jasa penyedia 

aplikasi atau  ASP. 

2.1.7.2 Latar Belakang e-filling 

Melalui Keputusan DJP Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei 

2004 resmi diluncurkan produk e-filling. E-filling merupakan layanan 

pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan secara 

online kepada DJP melalui internet pada situs yang ada di DJP.  

Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara e-filling ini yaitu:  
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1. Membantu Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT 

secara elektronik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang 

pribadi dapat dilakukan dimana saja, sedangkan wajib pajak badan 

dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Dengan 

demikian akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang 

dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses 

dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. 

2. Berhubung cepat dan mudah dalam pelaporan pajak ini berarti juga 

memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan 

penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, 

pendataan,distribusi dan pengarsipan laporan SPT. 

3. Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan 

cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan 

pelayanan terhadap para Wajib Pajak tersebut. Maka dengan e-

filing yang mana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, 

diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan 

penerimaan negara tercapai. 

2.1.7.3 Dasar Hukum e-filling 

Menurut Agustiningsih (2016) Wajib Pajak yang menggunakan e-

filing medapatkan perlindungan hukum. Direktorat jenderal pajak dapat 

memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas keamanan, kerahasiaan 

dan keasliannya. Dasar hukum mengenai  e-filling yaitu: 
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1. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang 

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan 

Tahunan. 

2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang 

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S 

atau 1770 SS secara e-filing melalui website direktorat jenderal 

pajak (www.pajak.go.id). 

2.1.7.4 Prosedur Penggunaan e-filling  

Menurut Agustingsih (2016) prosedur penggunaan e-filling yaitu: 

1. Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan e-FIN 

Electronic Filling Identification Number (e-FIN) merupakan 

nomor iidentitas yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak 

digunakan untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan 

perpajakan (pajak.go.id). 

a. Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk 

mendapatkan e-FIN yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat 

permohonan, dengan melampirkan: fotocopy kartu Nomor 

Pokok Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar, dan 

dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopy 

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

http://www.pajak.go.id/
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b. Permohonan yang dimaksud di atas dapat disetujui apabila: 

Alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat 

dalam database Wajib Pajak di DJP. 

c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan 

atas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk 

memperoleh e-FIN paling lama 2 hari kerja sejak permohonan 

diterima secara lengkap. 

d. Jika e-FIN hilang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 

pencetakan ulang dengan cara mengisi  formulir cetak ulang, 

melampirkan fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. 

2. Pendaftaran  

a. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN dapat mendaftar 

melalui penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh 

Direktur Jenderal Pajak. 

b. Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, website pajak akan 

memberikan: User ID dan Password, Aplikasi e-SPT disertai 

dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya, 

Sertifikat yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak 

berdasarkan e-FIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak. 

Sertifikat ini berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak 

dalam setiap proses e-filing. 
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3. Penyampaian atau pelaporan e-SPT Secara e-filling 

a. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah didapat maka 

Surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara offline oleh 

Wajib pajak. 

b. Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak dapat 

mengirimkan secara online ke DJP. 

2.1.7.5 Hal yang Harus Diperhatikan Setelah Proses E-Filing  

Menurut Agustiningsih (2016) hal yang harus diperhatikan Wajib 

Pajak setelah proses e-filling yaitu: 

1. Bukti Transaksi e-filling 

a. Wajib Pajak akan menerima bukti penerimaan secara 

elektronik dari DJP yang dibubuhkan di bagian bawah induk 

SPT. 

b. Bukti penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang 

meliputi: NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima 

Elektronik (NTTE), Nomor Transaksi Pengiriman ASP 

(NTPA), Kode ASP. 

2. Masa Pemberlakuan e-filling  

a. Penyampaian SPT secara e-filling dapat dilakukan selama 24 

jam sehari dan 7 hari. 

b. SPT yang disampaikan secara e-filling pada akhir batas waktu 

penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur, dianggap 

disampaikan tepat waktu. 
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3. Penyempurnaan e-filling 

a. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 

PER 47/PJ/2008, WP pengguna e-filling tidak perlu lagi 

menyampaikan hardcopy SPT dan SSP lembar ke 3 bila telah 

memenuhi ketentuan. 

b. Wajib Pajak wajib menyampaikan lampiran dokumen lainnya 

yang wajib dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat 

Wajib Pajak terdaftar, secara langsung atau melalui pos secara 

tercatat dengan pengantar lampiran dari PER 47/PJ/2008, 

paling lama: 14 hari sejak batas terakhir pelaporan SPT jika 

SPT disampaikan sebelum batas akhir penyampaian; dan 14 

hari sejak tanggal penyampaian SPT secara e-filing jika SPT 

disampaikan setelah batas akhir penyampaian. 

c. SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT 

sesuai dengan tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan 

secara elektronik, sepanjang Wajib Pajak telah memenuhi 

kewajibannya. 

d. Apabila kewajiban menyampaikan dokumen lainnya yang 

wajib dilampirkan dikirimkan melalui pos tercatat, maka 

tanggal penerimaan induk SPT beserta lampirannya adalah 

tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat. 



 

36 

 

e. Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan induk SPT beserta 

lampirannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib 

Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT. 

2.1.7.6 Indikator Pelaporan Pajak Secara Online (e-filling) 

Menurut Agustinigsih (2016) indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Kecepatan 

Menurut Putriyana (2019) kecepatan didefinisikan yaitu 

seberapa lama waktu yang digunakan untuk mengakses suatu 

sistem. Tingkat kecepatan sering dihubungkan dengan alasan 

pengguna untuk menggunakan suatu sistem informasi.kecepatan 

aliran transaksi pada suatu sistem online merupakan critical value 

kepuasan pelanggan dari penggunaan jasa online yang dalam hal 

ini merupakan sistem e-filling. 

2. Kemudahan  

Menurut Mufid (2019) indikator variabel persepsi 

kemudahan antara lain:  

a. Mudah dipahami 

Sistem informasi dirasa memberikan tampilan serta 

informasi yang mudah untuk dipahami sehingga sistem ini 

mampu memberi kemudahan bagiwajib pajak. 
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b. Mudah digunakan 

Sistem informasi yang disajikan mampu memberikan 

kemudahan dalam pemahaman sehingga teknologi informasi 

ini dirasa mampu memberikan dampak yang signifikan 

3. Hemat biaya dan ramah lingkungan 

Menyampaikan SPT melalui e-filling berarti Wajib pajak 

hanya membayar akses internet saja tanpa perlu mengeluarkan 

biaya transportasi untuk pergi ke KPP. Selain itu dengan 

melakukan lapor pajak secara online wajib pajak juga telah 

berkontribusi dan mendukung kegiatan go green dengan tidak 

menggunakan kertas untuk mencetak data-data SPT 

(pajakonline.id). 

2.1.8 Tingkat Pemahaman Perpajakan 

2.1.8.1 Pengertian Tingkat Pemahaman Perpajakan 

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari 

kata paham yang artinya pengetahuan; pendapat; pikiran; aliran; 

pandangan; mengerti benar (akan); pandai dan mengerti benar (tentang 

suatu hal).  

Menurut Saila dan Adnan (2018) Tingkat pemahaman perpajakan 

ialah pemahaman secara menyeluruh mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan aturan perpajakan. Tingkat pemahaman WP dapat 

diukur dari segi pemahaman serta peraturan mengenai perpajakan.  
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Sedangkan menurut Agustiningsih (2016) tingkat pemahaman 

perpajakan merupakan suatu tingkatan pengetahuan dan pikiran Wajib 

Pajak atas kewajiban perpajakannya guna memberikan kontribusi 

kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan 

pembangunan nasional untuk tercapainya keadilan dan kemakmuran. 

Berdasarkan pengertian tingkat pemahaman dari beberapa 

referensi yang telah diuraikan diatas ddapat disimpulkan bahwa tingkat 

pemahaman perpajakan merupakan tingkatan pengetahuan serta 

pemahaman yang diketahuai oleh Wajib pajak mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan aturan perpajakan.   

2.1.8.2 Indikator Tingkat Pemahaman Perpajakan 

Menurut Agustinngsih (2016) indikator tingkat pemahaman 

perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya : 

1. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

1) Pengertian NPWP 

Menurut Mardiasmo (2011) NPWP merupakan 

nomor yang diberikan kepada wajib pajak digunakan 

sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam 

menjalankan hak dan kewajibannya. 

2) Pendaftaran NPWP 

Menurut undang-undang No.16 Tahun 2009 

menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah 
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memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib 

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 

kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak. 

3) Penghapusan NPWP 

Menurut Resmi (2017) Direktorat Jenderal Pajak 

setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan 

keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam 

jangka waktu 6 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 

dan 12 bulan untuk Wajib Pajak Badan sejak tanggal 

permohonan diterima secara lengkap. Penghapusan NPWP 

dilakukan oleh Diretur Jenderal Pajak apabila: 

(a) Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib 

pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak 

sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau 

objektif sesuai dengan peraturan perundangundangan 

perpajakan.  

(b) Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena penghentian atau 

penggabungan usaha. 

(c) Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan 

usahanya di Indonesia. 
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(d) Wajib Pajak orang pribadi wanita menikah dan tidak 

melaksanakan kewajiban pajak sendiri. 

(e) Wajib Pajak yang piutangnya dihapuskan akibat tidak 

memiliki kekayaan atau meninggal tanpa warisan. 

(f) Dianggap perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 

menghapus NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak 

memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif 

sesuai dengan ketenuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

b. Proses atau Prosedur Penyelesaian SPT Tahunan  

Menurut Agustiningsih (2016) dalam menjalankan 

kewajiban perpajakannya dengan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan terdapat beberapa tahapan yang harus 

dilakukan oleh Wajib Pajak antara lain: 

1. Mengambil SPT, formulir harus diambil sendiri oleh Wajib 

Pajak di tempat yang ditentukan oleh dirjen pajak. 

2. Mengisi, setiap Wajib Pajak wajib harus mengisi surat 

pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam 

bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka 

arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta 

menyampaikan ke kantor direktorat jenderal pajak tempat 

Wajib Pajak dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
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3. Menandatangani, Surat Pemberitahuan (SPT) wajib diisi 

dengan benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani oleh 

orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. 

4. Menyampaikan SPT yang telah diisi oleh Wajib Pajak 

dengan benar, jelas, dan lengkap yang telah ditandatangani, 

dan disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak. 

c. Batas Waktu Penyampaian SPT dan Penyetoran Pajak  

Menurut Agustiningsih  (2016) batas waktu penyampaian SPT 

yaitu sebagai berikut:  

1) SPT Masa, paling lama 20 setelah akhir masa pajak 

kecuali untuk SPT masa PPh pasal 22, PPN, dan PPnBM 

yang dipungut oleh direktorat bea dan cukai yaitu secara 

mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu 

berikutnya, dan SPT masa PPh pasal 22, PPN, PPnBM, 

yang dipungut oleh bendahara paling lama 14 hari setelah 

masa pajak berakhir. Untuk WP dengan kriteria tertentu 

melaporkan 38 beberapa masa pajak dalam satu SPT 

Masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak 

terakhir. 

2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun 

pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan 
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Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah 

tahun pajak. 

d. Perpanjangan waktu penyampaian SPT 

Menurut Agustiningsih (2016) Pemberitahuan 

perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

harus disertai dengan perhitungan sementara pajak yang 

terutang dalam 1 tahun pajak dan surat setoran pajak sebagai 

bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, 

dan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian habis. 

Syarat pengajuan perpanjangan waktu penyampaian SPT yaitu: 

1. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan tertulis untuk 

memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT. 

2. Menyertai alasan-alasan penundaan penyampaian SPT 

Tahunan. 

3. Wajib Pajak melampirkan surat pernyataan mengenai 

perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu 

tahun pajak. 

4. Melampirkan tanda bukti pelunasan kekurangan 

pembayaran pajak terutang menurut perhitungan 

sementara. 

5. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun 

pajak, sebelum batas terakhir penyampaian SPT. 
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6. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan 

PPh hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan. 

7. Apabila SPT tidak disampaikan sesuai batas waktu atau 

batas waktu perpanjangan penyampaian SPT diterbitkan 

surat teguran. 

2. Sistem perpajakan di Indonesia 

Menurut Agustiningsih (2016) menjelaskan bahwa Sistem 

perpajakan suatu Negara terdiri dari 3 unsur yaitu: Tax Policy, Tax 

Law dan Tax Administration. Sistem perpajakan dapat disebut 

sebagai suatu cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak, dapat mengalir ke kas Negara. Sistem 

pemungutan pajak di Indonesia antara lain: 

a. Official Assessment system 

Merupakan sistem pemungutan yang memberikan 

wewenang terhadap pemerintah untuk menentukan besarnya 

jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

b. Semi Self Assessment System  

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk 

menentukan besarnya hutang pajak. 

c. Self Assessment system 
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Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang terhadap Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak terutang. 

d. With Holding System 

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun bukan 

Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya 

pajak terutang oleh Wajib Pajak. 

3. Fungsi perpajakan 

Menurut Mardiasmo (2011) fungsi pajak ada dua yaitu : 

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak 

merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.  

b. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi regularend atau pengatur, 

artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi 

maupun social serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar 

bidang keuangan. 
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4. Sanksi perpajakan 

a. Sanksi tidak mempunyai NPWP 

Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 mengenai 

ketentuan dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa Wajib 

Pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarakan diri atau 

menyalah gunakan hak tanpa NPWP, pengukuhan PKP 

sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan 

Negara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan 

dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit dua kali 

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 

b. Sanksi Keterlambatan da Tidak Menyampaikan SPT  

Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7 ayat 1 

menyatakan bahwa apabila surat pemberitahuan tidak 

disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana pasal 3 ayat 3 

atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000  untuk surat 

pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, Rp.100.000 

untuk surat pemberitahuan masa lainnya dan sebesar 

Rp.1.000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan waib pajak 

badan, serta sebesar Rp.100.000 untuk surat pemberitahuan 

tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.  
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c. Sanksi Keterlambatan atau Tidak Membayar Pajak  

Menurut undang-undang No.16 Tahun 2009 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat 2a 

pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah 

tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, 

dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga 2% per bulan 

dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 

tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 

bulan. 

2.1.9 Sosialisasi Perpajakan 

2.1.9.1 Pengertian Sosialisasi Perpajakan 

Menurut Lianty (2017) sosialisasi perpajakan merupakan upaya 

yang dilakukan oleh DJP untuk memberikan informasi serta pembinaan 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan kepada 

masyarakat umum khususnya kepada Wajib Pajak. Sedangkan 

berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  Nomor: SE-

98/PJ/2011 mengenai pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan 

kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal dilingkungan DJP, 

sosialisasi perpajakan merupakan sebuah upaya dan proses yang 

dilakukan oleh DJP memberikan informasi mengenai perpajakan untuk 

menghasilkan perubahan mengenai pengetahuan, keterampilan dan 

sikap masyarakat supaya terdorong untuk paham, mengerti, sadar, 
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peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

Menurut Lianty  (2017) sosialisasi pajak merupakan suatu 

program untuk menyampaikan sebuah informasi mengenai peraturan 

baru yang telah dilakukan oleh DJP seperti seminar yang diikuti oleh 

wajib pajak mulai dari pengusaha, konsultan pajak maupun hukum. 

Sosialisasi dengan cara lain yang dilakukanoleh DJP yaitu dengan 

menayangkan iklan yang berisikan pengetahuan atau batas 

penyampaian SPT di media elektronik maupun memasang spanduk 

yang berkaitan dengan pajak. Sedangkan menurut Faizin, dkk (2016) 

sosialisasi perpajakan merupakan upaya dengan berbagai metode yang 

dilakukan oleh DJP untuk memberikan sebuah informasi mengenai 

segala kegiatan maupun peraturan yang berkaitan dengan supaya dapat 

dilaksanakan oleh masyarakat khususnya pada Wajib Pajak orang 

pribadi maupun Wajib Pajak badan. 

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, sosialisasi 

perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh DJP dengan berbagai 

metode untuk memberikan suatu informasi yang berkaitan dengan 

perpajakan kepada masyarakat umum baik wajib pajak orang pribadi 

maupun badan. 

2.1.9.2 Indikator Sosialisasi Perpajakan 

Menurut Lianty, R.A Meiska (2017) indikator sosialisasi 

perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:  
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1. Penyuluhan Langsung 

Merupakan kegiatan penyuluhan mengenai perpajakan 

dengan berinteraksi langsung kepada Wajib Pajak maupun calon 

Wajib Pajak. Contoh penyuluhan langsung anatara lain: workshop, 

kelas pajak, seminar dan sebagianya. 

a. Kelebihan dari cara ini yaitu penyampaian materi yang lebih 

detail dan pemahaman peserta atas materi penyuluhan yang 

baik karena terlibat langsung dalam bentuk diskusi serta Tanya 

jawab secara langsung. 

b. Kekurangan dari cara ini yaitu jumlah peserta yang terbatas. 

c. Kegiatan ini sangat baik jika tujuannya adalah membatu wajib 

pajak maupun calon wajib pajak dalam memahami aspek-

aspek dalam perpajakan, seperti cara perhitungan dan 

pelaporan pajak. 

2. Penyuluhan tidak langsung 

Merupakan kegiatan penyuluhan mengenai perpajakan 

terhadap Wajib Pajak dengan tidak atau sedikit berinteraksi 

langsung kepada peserta. Contohnya: kegiatan penyuluhan melalui 

radio/televisi, penyuluhan melalui penyebaran buku/booklet/leaflet 

perpajakan.  

a. Kekurangan metode ini adalah kegiatan penyuluhan yang 

relatif singkat sehingga materi penyuluhan yang diberikan 

cenderung bersifat umum dan tidak dapat dipastikan bahwa 
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seluruh masyarakat yang melihat atau mendengar paham atas 

materi tersebut. 

b. Kelebihan metode ini adalah jumlah masyarakat yang dapat 

diedukasi melalui metode ini sangat luas. 

c. Metode ini sangat baik untuk membangun kepedulian 

masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara dan 

masyarakat. Pemilihan media dilakukan berdasarkan kajian 

atau pemahaman bahwa suatu media dipilih agar informasi 

perpajakan dapat diterima oleh audience sesuai dengan sasaran 

yang ingin dicapai.  

Menurut Lianty (2017) Sosialisasi perpajakan sangat 

berkaitan dengan Tingkat kepatuhan wajib pajak, masyarakat 

khususnya wajib pajak perlu mendapatkan sosialisasi mengenai 

perpajakan guna menambah pemahaman, informasi dan 

pengetahuan yang dimiliki mengenai perpajakan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi dapat dilakukan 

melalui media komunikasi, baik melalui media cetak maupun 

melalui media audio visual, melalui media cetak seperti 

leaflet,buku maupun booklet. Sedangkan melalui audio visul 

seperti radio dan televisi. 

Menurut Qohar, Ahmad (2019) program-program yang sudah 

dilakukan berkaiatan dengan sosialisasi pajak yaitu: 

1. Mengadakan penyuluhan mengenai perpajakan. 
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2. Mengadakan seminar diberbagai profesi dan pelatihan-pelatihan 

baik untuk swasta maupun pemerintah. 

3. Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun 

televisi. 

4. Memasang spanduk yang bertemakan tentang pajak. 

5. Mengadakan acara tax goes to campus diisi dengan berbagai 

acara menarik mulai dari debat mengenai pajak sampai dengan 

seminar pajak yang mana acara tersebut bertujuan untuk 

menimbulkan pemahaman mengenai pajak ke mahasiswa yang 

dinilai sangat kritis. 

Berdasarkan Qohar, Ahmad (2019) aspek yang diperoleh dari 

penyuluhan mengenai perpajakan antara lain: 

1. Waktu 

Waktu disetiap kesempatan yang ada dapat digunakan 

oleh DJJP untuk mensosialisasikan pajak, baik dengan cara 

mengunjungi tempat usaha maupun masing-masing rumah, 

maupun saat waji pajak datang sendiri ke kantor pajak setempat. 

2. Media yang digunakan 

Media informasi mengenai pajak yang banyak digunakan 

dalam mensosialisasikan perpajakan yaitu televisi, spanduk, 

Koran, radio, media flyer (spanduk dan poster), media billboard 

maupun media internet. 

3. Bentuk sosialisasi 
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Bentuk sosialisasi yaitu berupa penyampaian materi 

kepada masyarakat harus lebih ditekkankan pada manfaat pajak, 

pelayanan pajak dan manfaat NPWP. Sosialisasi yang dilakukan 

yaitu melalui seminar, diskusi maupun penyuluhan. 

4. Informasi yang disampaikan 

Kualitas informasi yang disampaikan atau disosialisasikan 

sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin 

supaya informasi tersebut vvdapat diterima dengan baik.  

5. Tujuan dan manfaat sosialisasi 

Program yang dilakukan oleh DJP yang berkaitan dengan 

kegiatan penyuluhan bertujuan untuk menimbulkan pemahaman 

mengenai pajak terhadap mahasiswa maupun masyarakat 

umum. 

2.1.10 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.1.10.1 Pengertian Kepatuhan Pajak 

Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

sudah memenuhi segala kewajiban perpajakan Serta melaksanakan 

seluruh hak perpajakannya (Agustiningsih, Wulandari. 2016). 

Menurut Saila dan Adnan (2018) kepatuhan wajib pajak 

merupakan keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi kewajiban 

baik secara formal maupun material sesuai dengan ketentuan yang ada 

dalam perpajakan. Sedangkan Menurut Putra, dkk (2014) kepatuhan 
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pajak merupakan ketaatan dalam melaksanakan serta memenuhi semua 

peraturan perpajakan. 

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas dapat 

disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap atau 

keadaan dimana wajib pajak mematuhi, mentaati serta memenuhi 

kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perpajakan. 

2.1.10.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Lianty (2017) kepatuhan dibagi menjadi dua yaitu  

1. Kepatuhan formal  

Merupakan keadaan dimana seorang wajib pajak telah 

memenuhi semua kewajiban perpajakannya secara formal sesuai 

dengan peraturan perpajakan. Contohnya ketentuan mengenai batas 

waktu pelaporan SPT Tahunan adalah bagi wajib pajak orang 

pribadi selambat-lambatnya 3 blan setelah berakhirnya tahun pajak 

dan bagi wajib pajak badan adalah 4 bulan setelah berakhirnya 

tahun pajak, yang pada umumnya tanggal 31 maret dan 30 april. 

2. Kepatuhan material  

Merupakan keadaan dimana seorang wajib pajak telah 

memenuhi semua ketentuan material perpajakannya. Terdapat 

beberapa aspek dalam kepatuhan material wajib pajak yaitu: 

a. Wajib pajak menghitung sendiri besar pajak dalam SPT-nya. 

b. Wajib pajak mengisi SPT dengan benar, baik dan jujur. 
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c. Wajib pajak menyampaikan SPT sebelum batas waktu yang 

telah ditentukan. 

d. Terdapat peranan konsultan pajak dalam membantu 

perhitungan pajak wajib pajak. 

e. Wajib pajak percaya terhadap konsultan pajak dalam 

menentukan jumlah pajak. 

f. Jumlah tunggakan wajib pajak terhadap Negara kecil. 

2.1.10.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Agustiningsih (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT antara lain: 

1. E-Filling 

Merupakan suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan 

secara online yang realtime melalui website yang sudah disediakan 

oleh Direktorat Jenderal pajak. 

2. Pelayanan Dropbox  

Merupakan tempat lain yang dapat digunakan untuk 

menerima SPT Tahunan. Sesuai dengan namanya, pelayanan 

dropbox berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo DJP. 

3. Sanksi  

Merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan perundang-

undangan perpajakan harus ditaati dan dipatuhi, dengan kata lain 

sanksi perpajakan merupakan suatu cara untuk mencegah agar 

Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. 
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4. Tingkat Pengetahuan 

Merupakan pemahaman secara menyeluruh mengenai segala 

sesuatu yang berhubungan dengan aturan perpajakan. 

5. Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran  

Merupakan keinginan secara sukarela untuk menjalankan 

kewajibannya. Sebagai warga negara yang baik, salah satu 

kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi adalah kewajiban 

penyampaian SPT Tahunan. 

2.1.10.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

Indikator kepatuhan pajak menurut Agustiningsih, Wulandari 

(2016) antara lain : 

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri 

Wajib Pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif 

maupun objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP untuk 

mendapatkan NPWP. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

digunakan tanda pengenal atau identitas bagi Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajibannya. 

2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang 

Pajak yang sudah dihitung selanjutnya disetorkan ke kas 

Negara melalui kantor pos maupun bank dengan menggunakan 

Formulir Surat Setoran Pajak (SSP). 

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak 
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Tunggakan pajak adalah pajak terutang yang belum 

dibayarkan atau dilunasi oleh seorang Wajib Pajak sesudah jatuh 

tempo tanggal pengenaan denda. 

4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) 

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi serta menyampaikan 

SPT kepada KPP sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Wajib 

Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila Wajib Pajak 

terlambat atau tidak melaporkan SPT. 

2.1.10.5 Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan Wajib Pajak dengan 

kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan pembayaran 

pajak, adapun syarat-syarat agar dikatan menjadi WP patuh yaitu: 

1. Tepat dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 tahun terakhir. 

2. Penyampaian SPT masa yang tidak  terlambat dari 3 tahun masa 

pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dalam 2 

tahun terakhir. 

3. SPT masa terlambat disampaikan tidak melebihi batas waktu 

penyampaian SPT masa pajak berlakunya. 

4. Tidak memiliki tunggakan pajak bagi semua jenis pajak 

5. Tidak menerima tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka 

waktu 10 tahun terakhir. 
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6. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau badan 

pengawas keuangan dan pembangunan harus dengan pendapatan 

wajar tanpa pengecualian atau perhitungan sepanjang waktu itu 

tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 

2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

Dari penelitian terdahulu dengan tema yang sama dapat dijadikan tambahan 

pembanding dan referensi dalam penelitin ini, antara lain yaitu: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1.  Putra, Risky 

R.R, dkk 

(2014). 

Pengaruh Sanksi 

Administrasi 

Sosialisasi 

Perpajakan Dan 

Kesadaran Wajib 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan 

Penyampaian SPT 

Tahunan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi (Studi Di 

Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama 

Singosari, 

Kabupaten 

Malang) 

Variabel Independen 

: 

1. Sanksi 

Administrasi 

2. Sosialisasi 

Perpajakan 

3. Kesadaran Wajib 

Pajak  

Variabel Dependen 

yaitu Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

1. Sanksi 

Administrasi 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

di Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Singosari. 

2. Sosialisasi 

Perpajakan 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

dalam melakukan 

penyampaian SPT 

Tahunan di Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Singosari. 

3. Kesadaran Wajib 

Pajak berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 
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kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

di Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Singosari. 

2. Suherman, 

Maman, dkk. 

(2015). 

Pengaruh 

Penerapan  

e-Filling Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Dalam 

Penyampaian Surat 

Pemberitahuan 

(SPT) Tahunan 

Pada Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Kota 

Tasikmalaya. 

Variabel independen 

yang digunakan 

yaitu penerapan e-

filling, Variabel 

Dependen Yang 

Digunakan yaitu 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Dalam 

Penyampaian Surat 

Pemberitahuan 

(SPT) Tahunan  

Penerapan e-Filling 

Tidak Berpengaruh 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Dalam 

Penyampaian SPT 

Tahunan Pada KPP 

Pratama Kota 

Tasikmalaya. 

3. Tawas, 

Victor B.J, 

dkk (2016). 

Pengaruh 

Sosialisasi 

Perpajakan, Tarif 

Pajak, Dan Sanksi 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan 

Pelaporan SPT 

Tahunan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi (Studi 

Kasus Pada KPP 

Pratama Bitung). 

Variabel Independen 

: 

1. Sosialisasi 

Perpajakan 

2. Tarif Pajak 

3. Sanksi 

perpajakan 

Variabel Dependen 

yaitu Kepatuhan 

Wajib Pajak dalam 

melaporkan SPT 

tahunan 

1. Secara parsial tarif 

pajak dank sanksi 

perpajakan 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan positif 

terhadap kepatuhan 

pelaporan SPT 

Tahunan wajib 

pajak orang pribadi 

2. Secara parsial 

sosialisasi 

perpajakan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepatuhan 

pelaporan SPT 

Tahunan wajib 

pajak orang pribadi 

3. Secara simultan 

sosialisasi 

perpajakan, tarif 

pajak, dan sanksi 

perpajakan 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kepatuhan 

pelaporan SPT 
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Tahunan wajib 

pajak orang pribadi 

4. Agustiningsi

h, Wulandari. 

(2016) 

Pengaruh 

Penerapan      e-

Filling, Tingkat 

pemahaman 

Perpajakan Dan 

Kesadaran Wajib 

Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Di KPP 

Pratama 

Yogyakarta 

Variabel independen 

: 

1. e-Filling 

2. Tingkat 

Pemahaman 

3. Kesadaran Wajib 

Pajak 

Variabel 

dependennya yaitu 

kepatuhan wajib 

pajak. 
  

1. Penerapan           e-

filling berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak di KPP 

Pratama 

Yogyakarta. 

2. Tingkat 

pemahaman 

perpajakan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak di KPP 

Pratama 

Yogyakarta. 

3. Kesadaran Wajib 

Pajak berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak di KPP 

Pratama 

Yogyakarta. 

4. Penerapan           e-

filling, tingkat 

pemahaman 

perpajakan dan 

kesadaran Wajib 

Pajak berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak di KPP 

Pratama 

Yogyakarta. 

5. Faizin, 

Mochammad 

Rizza, 

Kertahadi, 

Ika Ruhana. 

(2016) 

Pengaruh 

Sosialisasi, 

Pemahaman, Dan 

Kesadaran 

Prosedur 

Perpajakan 

Variabel Independen 

: 

1. Sosialisasi 

2. Pemahaman 

3. Kesadaran 

prosedur 

1. Sosialisasi, 

Pemahaman, 

Kesadaran 

bersama-sama 

berpengaruh secara 

positif signifikan 



 

59 

 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak(Studi Pada 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi Pajak Bumi 

Bangunan 

Perdesaan Dan 

Perkotaan Di Desa 

Mojoranu 

Kabupaten 

Bojonegoro) 

perpajakan 

Variabel Dependen 

dalam penelitian ini 

yaitu Kepatuhan 

wajib pajak 

terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

2. Sosialisasi dan 

Kesadaran secara 

parsial 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

3. Pemahaman secara 

parsial tidak 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

6. Handayani, 

Kartika 

Ratna, dan 

Sihar 

Tambun. 

(2016). 

Pengaruh 

Penerapan Sistem           

e-Filling dan 

Pengetahuan 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Dengan 

Sosialisasi Sebagai 

Variabel 

Moderating 

Variabel Independen 

: 

1. Penerapan Sistem           

e-filling 

2. Pengetahuan 

Perpajakan 

Variabel Dependen 

dari penelitian ini 

yaitu Kepatuhan 

wajib pajak 

1. e-filling sudah 

mudah di gunakan 

tetapi belum 

efisien bagi wajib 

pajak sehingga 

kepatuhan wajib 

pajak bisa 

mengalami 

kenaikan atau 

penurunan. 

2. pengetahuan 

perpajakan sangat 

penting untuk 

wajib pajak tanpa 

pengetahuan 

perpajakan wajib 

pajak tidak akan 

melaporkan/ 

membayarkan 

pajaknya. Dalam 

hal ini kepatuhan 

wajib pajak bisa 

mengalami 

peningkatan. 

3. jika wajib pajak 

hanya mengetahui 

e-filling tanpa 

memiliki 

pengetahuan yang 

lebih mengenai 
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perpajakan maka 

e-filling tidak akan 

berjalan lancar. 

Kepatuhan wajib 

pajak akan 

mengalami 

peningkatan jika 

wajib pajak 

memiliki kedua hal 

tersebut. 

4. sosialisasi 

perpajakan yang 

dilakukan oleh 

fiskus kurang 

mendukung wajib 

pajak untuk 

melakukan sistem 

e-filling sehingga 

kepatuhan wajib 

pajak mengalami 

penurunan. 

5. masih banyak 

pemilik usaha dan 

karyawan 

Perkantoran 

Sunrise Garden 

(PT.Fonusa Agung 

Mulia) yang belum 

mengikuti 

sosialisasi 

perpajakan 

sehingga belum 

banyak ilmu 

pengetahuan yang 

didapatnya. 

7. Saila, Cici V, 

dan Adnan 

(2018) 

Pengaruh 

Penerapan  

E-Filling, Tingkat 

Pemahaman 

Perpajakan 

Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi Dalam 

Melaporkan SPT 

(Studi Kasus Pada 

Variabel Independen 

: 

1. E-Filling 

2. Tingkat 

pemahaman 

perpajakan 

Variabel 

Dependen yaitu 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

1. Pengaruh 

penerapan  

e-filling, tingkat 

pemahaman 

perpajakan 

berpengaruh secara 

bersama-sama 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang 

pribadi dalam 

melaporkan SPT. 
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KPP Pratama 

Banda Aceh ). 

2. Penerapan  

e-filling 

berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang 

pribadi dalam 

melaporkan SPT. 

3. Tingkat 

pemahaman 

perpajakan 

berpengaruh 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak orang 

pribadi dalam 

melaporkan SPT. 
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2.3 KERANGKA BERFIKIR 

Menurut Sugiyono (2017) Kerangka berpikir merupakan sintesa 

mengenai hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah jabarkan, dapat ditarik 

kerangka berfikir yang bertujuan untuk mempermudah analisis dengan model 

konseptual. Model Konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

Keterangan : 

   : Pengaruh simulltan 

   : Pengaruh Parsial 

 

Berdasarkan  gambar 2.1 diatas peneliti memfokuskan penelitian dengan 

pada tiga variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) baik 

secara simultan maupun secara parsial. Variabel independen yang digunakan 

Pelaporan Pajak Secara Online 

(E-filling) (X1) 

Tingkat Pemahaman Perpajakan 

 (X3) 

 

Sosialisasi Perpajakan 

 (X3) 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam 

Menyampaikan SPT 

Tahunan (Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 
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dalam penelitian ini yaitu Pelaporan pajak secara online (E-Filling) (X1), 

tingkat pemahaman perpajakan (X2), dan sosialisasi perpajakan (X3) terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan (Y) 

sebagai variabel dependen (terikat). 

2.4 HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah dalam 

penelitian (Sugiyono, 2017). Hipotesis dalam penelitian ini yaitu : 

2.4.1 Pengaruh pelaporan pajak secara Online (E-Filling) terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT 

Tahunan.  

E-Filling merupakan sistem pelaporan pajak dengan SPT secara 

online menggunakan media elektronik yang penampaiannya dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja (Saila dan Adnan. 2018). Pelaporan 

pajak melalui E-Filling mampu memberikan keuntungan serta manfaat 

bagi wajib pajak karena perhitungan yang dilakukan lebih cepat dan 

akurat, lebih mudah, data yang disampaikan selalu lengkap serta lebih 

ramah  terhadap lingkungan. Berkaitan dengan Hal ini mampu 

membangun sebuah sikap positif bagi wajib pajak guna meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT nya. 

Penelitian terdahulu  mengenai penerapan e-filling  yang dilakukan 

oleh Agusiningsih, Wulandari (2016) menyatakan bahwa penerapan E-

Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi. Berbeda dengan penelitian Handayani dan Tambun (2016) 
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memperoleh hasil bahwa penerapan e-filing sudah mudah di gunakan 

tetapi belum efisien bagi wajib pajak 

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

Ha1 :Pelaporan Pajak Secara Online (E-Filling) berpengaruh 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam 

Penyampaian SPT Tahunan. 

H01 :Pelaporan Pajak Secara Online (E-Filling) Tidak 

Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan. 

2.4.2 Pengaruh Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan. 

Tingkat pemahaman perpajakan merupakan suatu cara yang 

dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perpajakan baik mengenai peraturan, undang-undang, 

prosedur maupun mengaplikasikannya. Tingkat pemahaman perpajakan 

diukur dari pemahaman wajib pajak mengenai informasi serta peraturan 

perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi 

semua kewajiban perpajakannya. Namun apabila wajib pajak tidak paham 

mengenai aturan pajak yang berlaku maka akan mendorong wajib pajak 

menjadi tidak patuh. Sehingga Pemahaman atas pentingnya membayar 

serta melaporkan pajak akan menggugah kesadaran wajib pajak untuk 
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patuh serta aktif dalam membantu memajukan negara (Saila dan Adnan. 

2018). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustiningsih, Wulandari 

(2016) dan Saila, Cici V, dan Adnan (2018) mengenai pengaruh tingkat 

pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan 

hasil yang sama yaitu tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pada penelitian 

Penelitian Faizin, dkk (2016) memperoleh hasil yang berbeda yaitu tingkat 

Pemahaman secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak. 

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu hipotesis yang dapat 

dikembangkan adalah sebagai berikut : 

Ha2 :Tingkat Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian 

SPT Tahunan. 

H02 :Tingkat Pemahaman Perpajakan Tidak Berpengaruh 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam 

Penyampaian SPT Tahunan. 

2.4.3 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan. 

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh DJP 

memberikan informasi serta pembinaan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan peraturan perundang-undangan mengenai 
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perpajakaan kepada masyarakat (Putra dkk, 2014). Sosialisasi perpajakan 

sangat berkaitan dengan Tingkat kepatuhan wajib pajak, masyarakat 

khususnya wajib pajak perlu mendapatkan sosialisasi mengenai perpajakan 

guna menambah pemahaman, informasi dan pengetahuan yang dimiliki 

mengenai perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik melalui media 

cetak maupun melalui media audio visual. melalui media audio visual, 

melalui media cetak seperti leaflet,buku maupun booklet. Sedangkan 

melalui audio visul seperti radio dan televisi. (Lianty, R.A Meiska. 2017). 

Menurut penelitian Lianty (2017) sosialisasi perpajakan meliliki 

peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan 

adanya Sosialisasi perpajakan wajib pajak akan memperoleh informasi 

serta pemahaman mengenai ketentuan perpajakan, sehingga wajib pajak 

paham dan sadar atas kewajibannya untuk melaporkan kewajiban 

perpajakan secara rutin, dengan sosialisasi ini juga wajib pajak menjadi 

paham mengenai manfaat membayar pajak dan sanksi jika wajib pajak 

tidak membayar maupun melaporkan pajak. Hal tersebut akan membuat 

wajib pajak menjadi patuh serta taat dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Farah, 

Reza Nabilla Fitria (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam 

menyampaikan SPT tahunan. Berbeda dengan penelitian Tawas, Victor 

B.J, dkk (2016) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

menyampaikan SPT Tahunan.  

Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang 

dapat dikembangkan adalah sebagai berikut : 

Ha3 :Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan. 

H03 :Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan. 

2.4.4 Pengaruh Pelaporan Pajak Secara Online (E-Filling), Tingkat 

Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT 

Tahunan. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Ha4 :Pelaporan Pajak Secara Online (E-Filling), Tingkat 

Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam 

Penyampaian SPT Tahunan. 

H04 :Pelaporan Pajak Secara Online (E-Filling), Tingkat 

Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Tidak 

Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Penyampaian SPT Tahunan. 


